
Angka stunting, wasting, dan anemia di Indonesia masih tinggi. Beberapa
disebabkan oleh pola makan tidak sehat, akses pangan yang terbatas, dan faktor
ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan gizi nasional yang
mendukung pemenuhan gizi keluarga secara optimal serta memberikan
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemenuhan gizi.
Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga miskin mendapatkan
pangan bergizi; Posyandu memberikan edukasi, memantau pertumbuhan anak, dan
memberikan makanan tambahan; serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
mendukung produksi dan distribusi pangan yang berkualitas dan merata. Namun
demikian masih diperlukan strategi pemenuhan gizi seperti peningkatan edukasi
pola makan sehat, penguatan program berbasis masyarakat, serta kolaborasi antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu memastikan
anggaran yang memadai untuk pemenuhan gizi, mengawasi implementasi
kebijakan untuk memastikan keluarga rentan dapat mengakses pangan bergizi,
serta memastikan pemerintah meningkatkan upaya dan inovasi promosi kesehatan
terkait gizi seimbang.
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Abstrak

Pendahuluan
Pada tanggal 25 Januari 2025, Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional dengan tema
"Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat." Tema ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan bergizi untuk mendukung kesehatan
keluarga. Saat ini, angka stunting, wasting, dan anemia di Indonesia masih tinggi. Sekitar 1
dari 5 balita mengalami stunting dan sekitar 1 dari 12 balita menderita wasting (gizi kurang
dan gizi buruk). Hal ini berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan anak. Anemia
pada ibu hamil dan anak juga berisiko menyebabkan komplikasi serius (Wirawan, 2023).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi stunting mencapai
21,5%, wasting 7,4%, dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis 16,9%. Penyebab utama
masalah ini adalah pola makan tidak sehat, keterbatasan akses pangan bergizi, serta faktor
ekonomi (Aipvogi, 2025). Masalah ini juga dipengaruhi oleh kemiskinan, keterbatasan akses
pangan bergizi, dan kebiasaan makan tidak sehat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan,
terutama di
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Pemenuhan gizi keluarga tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga
pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan penting untuk
meningkatkan status gizi keluarga adalah PKH. Program ini memberikan bantuan tunai
bersyarat kepada keluarga miskin, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan,
pendidikan, dan gizi keluarga. Bantuan ini ditujukan khususnya untuk ibu hamil dan anak
usia dini, dua kelompok yang sangat rentan terhadap masalah gizi. Ibu hamil dan anak
usia dini masing-masing menerima bantuan uang senilai Rp750.000 setiap tiga bulan
sekali. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan asupan gizi yang cukup, terutama pada
periode kritis perkembangan (Sobar, 2025; Arum, 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program PKH terbukti efektif untuk membantu
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan gizi keluarga. Meskipun tidak
secara langsung fokus pada pemenuhan gizi, dana bantuan PKH memungkinkan
penerima untuk membeli makanan bergizi, terutama untuk anak-anak. Sebagian besar
penerima bantuan menggunakan dana tersebut untuk mengonsumsi makanan bergizi,
yang berkontribusi pada penurunan angka stunting serta peningkatan kesehatan ibu
hamil dan anak usia dini (Wahyuni et al., 2024; Baiq et al., 2024; Irvanasari, 2018;
Yulianti, 2020).

Selain PKH, Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi
keluarga, antara lain dengan memberikan edukasi pola makan sehat, memantau
pertumbuhan anak, serta melakukan intervensi seperti pemberian makanan tambahan
dan kampanye Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk mengurangi stunting. Namun,
Posyandu menghadapi beberapa keterbatasan dalam kebijakan saat ini, terutama di
daerah terpencil. Banyak Posyandu kekurangan kader terlatih, sarana dan prasarana yang
memadai, serta dana yang terbatas. Aksesibilitas juga menjadi masalah, karena tantangan
geografis di daerah terpencil menyulitkan keluarga untuk mengakses layanan kesehatan
yang tersedia (Salamah, 2025; Wahyudi, 2024).

Selain PKH dan Posyandu, kebijakan pemenuhan gizi tertera pada Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan pangan
bergizi yang terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, kebijakan pemenuhan gizi mengalami
perkembangan menjadi program pemberian MBG yang akan menjangkau 3 juta penerima
pada 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2025 (Ulya, 2025). Program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari
2025 d g b lit i t i ib h il d ib i di 190 titik g
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terutama di kalangan ibu, memengaruhi pemahaman tentang pentingnya gizi. Buruknya
kondisi sanitasi dan terbatasnya layanan kesehatan memperburuk situasi ini (Wirawan,
2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan gizi
nasional yang mendukung pemenuhan gizi keluarga secara optimal serta memberikan
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemenuhan gizi. Artikel
ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Komisi IX DPR RI dalam menyusun,
mengevaluasi, dan mengawasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna memperbaiki
status gizi masyarakat dan mendukung terciptanya keluarga sehat di Indonesia.
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bergizi yang terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, kebijakan pemenuhan gizi mengalami
perkembangan menjadi program pemberian MBG yang akan menjangkau 3 juta penerima
pada 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2025 (Ulya, 2025). Program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari
2025 dengan sasaran balita, siswa, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui di 190 titik yang
tersebar di 26 provinsi. Kebijakan ini juga mendukung produksi dan distribusi pangan
berkualitas yang merata di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya gizi seimbang untuk mengurangi stunting dan mendukung kesehatan
keluarga.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya dalam meningkatkan status
gizi masyarakat masih perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah kurangnya
kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat
penting untuk memastikan akses pangan bergizi bagi keluarga, terutama pada seribu hari
pertama kehidupan (Kemenko, 2019). 

Strategi Pemenuhan Gizi Keluarga Sehat
Pemenuhan gizi yang optimal sangat penting untuk kesehatan keluarga. Oleh karenanya,
berbagai strategi perlu diterapkan, termasuk melalui edukasi tentang pola makan sehat,
intervensi berbasis masyarakat, dan penguatan program pemerintah. Meski kebijakan
yang ada sudah berjalan, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah
satu strategi utama adalah edukasi mengenai pola makan sehat, yang dapat dilakukan
melalui program Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Program ini mengajarkan pentingnya
konsumsi makanan bergizi seimbang dan pemantauan berat badan secara teratur.
Edukasi ini bisa disebarluaskan melalui kampanye media sosial dan penyuluhan di tingkat
desa (Khasanah et al., 2022).

Program pemerintah seperti PKH dan Posyandu juga sangat berperan dalam pemenuhan
gizi keluarga. PKH membantu keluarga miskin mendapatkan akses pangan bergizi.
Sementara Posyandu memberikan edukasi tentang pola makan sehat, memantau
pertumbuhan anak, dan memberikan makanan tambahan. Kekuatan utama dari kebijakan
ini adalah program-program yang sudah terbukti berhasil, seperti PKH yang mengurangi
angka stunting dan Posyandu yang mendukung pertumbuhan anak. Namun, masih
terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya di daerah terpencil,
kekurangan kader Posyandu, fasilitas yang kurang, serta distribusi pangan yang tidak
merata.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Pertama,
penambahan perekrutan dan pelatihan pada kader Posyandu dan peningkatan fasilitas di
Posyandu. Kedua, distribusi pangan harus diperbaiki agar lebih merata. Selain itu,
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting.
Pemerintah perlu meningkatkan distribusi pangan agar lebih merata, sementara sektor
swasta dapat berperan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk
mendukung penyediaan pangan sehat dan pendanaan program gizi. Masyarakat juga
perlu diberdayakan dengan program berbasis komunitas seperti kebun keluarga.
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Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, masalah stunting, wasting, dan anemia
di Indonesia masih tinggi. Prevalensi stunting mencapai 21,5%, dengan angka anemia
pada ibu hamil dan anak-anak yang terus menjadi masalah kesehatan serius. Penyebab
utama adalah pola makan yang tidak sehat, akses pangan terbatas, dan faktor ekonomi
yang menghambat pemenuhan gizi keluarga. Kebijakan pemerintah, seperti PKH dan
Posyandu, telah membantu mengatasi masalah ini, meskipun tantangan masih ada,
terutama di daerah terpencil. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kader terlatih, dan
kesulitan distribusi pangan bergizi menjadi hambatan besar dalam mencapai pemenuhan
gizi keluarga yang optimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi yang lebih kuat, termasuk
peningkatan edukasi pola makan sehat, penguatan program berbasis masyarakat, serta
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu
memastikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan gizi, mengawasi implementasi
kebijakan untuk memastikan keluarga rentan dapat mengakses pangan bergizi, serta
memastikan pemerintah meningkatkan upaya dan inovasi promosi kesehatan terkait gizi
seimbang.
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